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PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARAWANG 

NOMOR :  2   TAHUN 2014 

 

TENTANG 
PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI KARAWANG, 

 

Menimbang : a. bahwa kemiskinan adalah masalah yang bersifat multidimensi 
dan multisektor dengan beragam karakteristiknya serta kondisi 
yang harus segera diatasi untuk mempertahankan dan 
mengembangkan kehidupan manusia bermartabat; 

  b. bahwa untuk mencapai target penurunan angka kemiskinan 
sebagaimana tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka 
Menengah Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2011-2015 perlu 
dilakukan langkah-langkah strategis dan terintegrasi berbagai 
program penanggulangan kemiskinan; 

  c. bahwa untuk mengatasi masalah kemiskinan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a dan mencapai target penurunan angka 
kemiskinan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu 
dilakukan percepatan penanggulangan kemiskinan; 

  d. bahwa berdasarkan  pertimbangan  sebagaimana  dimaksud 
dalam  huruf  a,  huruf  b,  dan  huruf  c,  perlu menetapkan 
Peraturan Daerah tentang Percepatan Penanggulangan 
Kemiskinan; 

 

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945; 

  2. Undang–Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan 
Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa 
Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah 
dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang 
Pembentukan Kabupaten Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten 
Subang dengan mengubah    Undang-Undang    Nomor    14 
Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten 
Dalam    Lingkungan Provinsi   Jawa   Barat   (Lembaran   Negara 
Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 2851); 
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3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara 
Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 
76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
3209); 

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan 
Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi Kolusi dan Nepotisme 
(Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran 
Negara Nomor 3851); 

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan 
Anak (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor  4235); 

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4421); 

7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik   Indonesia   Tahun   2004 
Nomor  125,  Tambahan  Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor       4437) sebagaimana  telah  beberapa  kali  diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun    2008 
tentang Perubahan Atas Undang-Undang   Nomor 32 Tahun 2004 
tentang Pemerintahan  Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia   Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran  Negara 
Republik Indonesia Nomor 4844); 

8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan 
International  Covenant  On  Economic,  Social  And  Cultural 
Rights (Kovenan Internasional tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial 
dan Budaya) (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 
Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4557); 

10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan 
International Covenant On Civil and Politic Right (Kovenan 
Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik) (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 119, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4558); 

11. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan 
Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4846); 

12. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan 
Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 
12, Tambahan  Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4967); 

13. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 
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14. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan 
Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080); 

15. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5234); 

16. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan 
Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 
Nomor 83, Tambahan  Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5235); 

17. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang 
Pelaksanaan  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Acara  Pidana 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 
58 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah 
Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-
Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5145); 

18. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi 
Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3373); 

19. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan 
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4578); 

20.  Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587); 

21. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian 
Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah 
Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 

22. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, 
Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan 
Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara  
Republik Indonesia Nomor 4817); 

23. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang 
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang 
Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5149); 
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24. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang 
Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran  Negara 
Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5294); 

25. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2009 tentang Tim 
Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan; 

26. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan 
Penanggulangan Kemiskinan; 

27. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 7 Tahun 
2008 tentang Urusan Pemerintah Yang Menjadi Kewenangan 
Kabupaten Karawang (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang 
Tahun 2008 Nomor 7 Seri E); 

28. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 8 Tahun 2008 
tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah (Lembaran 
Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2008 Nomor 8 Seri E); 

29. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 2 Tahun 2010 
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 
Kabupaten Karawang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah 
Kabupaten Karawang Tahun 2010 Nomor 2 Seri E); 

30. Peraturan  Daerah  Kabupaten  Karawang Nomor 8 Tahun 2011 
tentang Renacana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 
Kabupaten Karawang Tahun 2011-2015 (Lembaran Daerah 
Kabupaten Karawang Tahun 2012 Nomor 8 Seri E); 

31. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 9 Tahun 
2011 tentang Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas 
Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan 
(Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2011 Nomor 9 
Seri D); 

32. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 7 Tahun 2012 
tentang Pencegahan dan Penanganan Korban Perdagangan Orang 
(Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2012 Nomor 7 
Seri E); 

33. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 8 Tahun 2012 
tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Daerah 
Kabupaten Karawang Tahun 2012 Nomor 8 Seri E). 

   

Dengan Persetujuan Bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KARAWANG 

dan 

BUPATI KARAWANG 

 

MEMUTUSKAN : 

 

Menetapkan :  PERATURAN DAERAH TENTANG PERCEPATAN 

PENANGGULANGAN KEMISKINAN.  
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BAB I 

KETENTUAN UMUM 

 

1. Daerah adalah Kabupaten Karawang. 

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur 
penyelenggara Pemerintahan Daerah. 

3. Bupati adalah Bupati Karawang. 

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karawang.  

5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah 
yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat 
setempat, berdasarkan hak asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui 
dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik 
Indonesia. 

6. Pemerintah  Desa  adalah  Kepala  Desa  dan  Perangkat  Desa  sebagai  
unsur penyelenggara pemerintahan desa. 

7. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah 
lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan 
pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. 

8. Penduduk adalah penduduk Kabupaten Karawang. 

9. Masyarakat adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan organisasi sosial 
dan/atau organisasi kemasyarakatan. 

10. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, 
atau suami, istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan 
anaknya. 

11. Kemiskinan adalah kondisi dimana seseorang dan/atau sekelompok orang, 
baik laki-laki maupun perempuan tidak terpenuhi hak-hak dasarnya untuk 
mempertahankan dan mengembangkan kehidupannya yang bermartabat. 

12. Penduduk miskin adalah seseorang atau kelompok orang yang tidak mampu 
memenuhi hak-hak dasarnya. 

13. Rumah Tangga Miskin adalah seseorang atau sekelompok orang yang 
mendiami sebagian atau seluruh bangunan fisik atau sensus dan umumnya 
tinggal bersama serta makan dari satu dapur yang tidak mampu memenuhi 
hak-hak dasarnya. 

14. Penanggulangan Kemiskinan adalah kebijakan dan program Pemerintah, 
Pemerintah Daerah, yang dilakukan secara sistematis, terencana, dan 
bersinergi dengan dunia usaha dan masyarakat untuk mengurangi jumlah 
penduduk miskin dalam rangka meningkatkan derajat kesejahteraan rakyat. 

15. Program penanggulangan kemiskinan adalah kegiatan yang dilakukan oleh 
Pemerintah, Pemerintah Daerah, dunia usaha, serta masyarakat untuk 
meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin melalui bantuan sosial, 
pemberdayaan  masyarakat,  pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil 
serta program lain dalam rangka meningkatkan kegiatan ekonomi. 

16. Hak dasar adalah hak masyarakat yang harus dilindungi oleh Pemerintah 
Daerah dalam rangka mempertahankan dan mengembangkan kehidupan 
yang bermartabat terutama hak ekonomi, sosial dan budaya. 


